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KEPALS DIMAS PENAMAMAN MODAL
DAMN PELAYANAN TERPADL SATL PINTU KABUPATEN KONAWE

bahwa dalam rangka mewujudkan penvelenggaraan pelayanan public sesuai
dengan asas penyelenggaraa pemerintahan yang balk dan guna mewujudkan
kepastian  hak dan kewajiban berbagai pihak vyang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib
menetapkan Standar Pelayanan;

. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu
ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dengan suatu Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe;

. Undang-Undamg Momor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaanlnformasi Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008).

. Undang-Undang Momor 25 Tahun 200% tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 200% Momor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 2290; 7.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 5587),sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Momor | Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 23 Tahum 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015
Momaor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5673).
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. Peraturan Pemerintah Momor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan

dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Momor 150, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Memor ab85); 12. Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provingi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Memar B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momard737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Megara
Republik Indomesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 5357);

. Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2016 Momorlld Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesla Momor 5887);

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPealayanan

Terpadu Satu Pintu {Lembaran Megara Republik IndonesiaTahun 2014 Momar
221); 16. Peraturan Menterl Dalam MNegerl Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedaman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan PerizinanTerpadu Di Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi
Memaor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Momor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
{Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomaor 1479);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Maodal Nomor & Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Momor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara lzin Prinsip Penanaman
Modal (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2016 Momor 853); 21
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Megara Republik!ndonesia Tahun 2015 Momor
2036);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi dan Kabupaten/Keta (Berita Negarafepublik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Megcri Nomor 138 Tahun 2017  tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indanesia Tahun 2017 Nomaor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe MNomor 06 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe [Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2016 Momor ..., Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Nomor ....J;

Peraturan Bupati Konawe Momor 20 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Wewenang Penerbitan Perizinan dalam Rangka Pelaksanaan  Pelayanan
Perizinan Terpadu;



Menetapkan :

PERTAMA

KEDLUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEEMAM

KETLULH

MEMUTUSKAN:

: Standar Pelayanan Perizinan dan Non Periziman pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini,

: Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam diklum PERTAMA

vang meliputi 14 [ empat belas ) komponen sebagal berikut:
Dasar Hukum

Persyaratan

Sistern, Mekanisme dan Prosedur

Jangka waktu

Biaya

Produk Pelayanan

Sarana, Prasarana / Fasilitas

Kompetensi Pelaksana

Pengawasan Internal

10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlzh Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

13. Jaminan Keamanan

14. Evaluasi Kinerja

B S e b el e

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan

sebagal acuan dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dalam

rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelavanan serta pemberian kepastian

sepada pemohon baik mengenai kepastian biaya maupun jangka waktu
lamanya proses layanan penerbltan/penetapan perizinan dan non perizinan.

Jangka waktu penerbitan/penetapan perizinan sebagaimana dimaksud dalam

diktum KETIGA dilakukan dengan memperhitungkan :

a. langka waktu lamanya pemberian Rekomendasl darl Tim Teknis atau
Rekomendasi dari Dinas Teknis yang membidangi sesual dengan
ketentuansurat Keputusan Bupati Konawe Momor 411 Tahun 2019 Tentang
Pembentukan Tim Teknis:

b- Kompleksitas jenis perizinan yang memeriukan kajian teknis baik dari Tim
Teknis atau Dinas Teknls yang membidangi sesuai dengan tugas dan
kewenangan masing- masing:

c, Jangka waktu dari tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan
perizinan baik mengenai persyaratan teknis, admmistrasi maupun keberatan
darl masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh pemchon dan/fatau Dinas
Teknis yang membldangl,

d- Lamanya proses penerbitan/penetapan dihitung setelah berkas dinyatakan
lengkap dan benar sesual dengan persyaratan yang telah ditentukan;

Setelah perizinan dan non perizinan ditetapkan wajib segera diberitahukan

kepada pemohon melalui 5M5.

Tanggal pemberitahuan melalui SM5  sebegaimana dimaksud dalam diktum

KELIMA merupakan akhir jangka waktu proses penyelesaian perizinan dan non

perizinan.

Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan pada Dinas Penanaman Madal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan menerapkan Teknologi

Informasi Online melalul Aplikasi Sistem Online Single Submission (055) dan

Sicantik Cloud yang berbasis Tracking System.
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KESEMBILAN

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Perizinan
Terpadu Satu Pintudan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe Nomor
BOOS26 Tahum 2014 tentang Penetapam  Standar  Pelayanan  Publik
Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Maodal Daerah
Kab. Konawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Unaaha

Pada tanggal : 2019
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Nip. 19640703 159203 1 011
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1. Kepala Inspektorat Kab. Konawe;
3. Kabag. Organisasi dan Kepegawaian Setda Kab, Konawe;
4. Kabag. Hukum Setda. Kab, Konawe

5. Pertinggal.



LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Fintu Kab. Konawe
Nomor Tahun 2019

Tanggal 2019
PENDAHULUAMN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit

penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,

A, WIS1
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana instansi
Femerintah Kabupaten Konawe khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe harus dibawa dan diarahkan sesuai dengan
funtutan masyarakat dan tujuan otonomi daerah yang harus melayani masyarakat
secara optimal dan berdaya guna.
Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S5atu Pintu Kabupaten
Konawe :
* Terwujudnya Lembaga Penanaman Modal&Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
Handal, Unggul, Transparan dan Akuntabel dalam Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan di Kabupaten Konawe*

Prinsip = Prinsip dari Visi diatas adalah :

1. Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Kabupaten Konawe berdasarkan kewenangan
yang diberikan oleh Bupati Konawe, mulai dari Penerimaan Permohonan,
Pemprosesan, Penandatangan Keputusan Perizinan dan  Pembayaran
Retribusi/Pajak perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe. Sehingga masyarakat yang
mengurus atau mengajukan permohonan perizinan hanya di kantor Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Kabupaten Konawe.

2. Pelayanan Perizinan yang Handal, yaitu :

2. Handal dalam pemprosesan pelayanan perizinan baik yang dilaksanakan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun yang
melibatkan instansi terkait dengan berperan aktif dalam pemprosesan izin
tersebut ditunjang dengan SDM dan saranafprasarana perizinan yang
memadai.

b. Handal dalam kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan harus dilaksanakan
secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan.

3. Pelayanan Perizinan yang Unggul, yaitu :
2. Memberikan Keunggulan dalam hal ;
- Prosedur/tata cara pelayanan;
- Persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi;
- Unit kerja atau pejabat yang bertanggungjawab;



- Rinclan biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya;

b. Memberikan Keunggulan dalam kermudahan akses, yaitu :

- Ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses
oleh masyarakat;
- Pelayanan aparat yang responsif;

¢. Memberikan keunggulan dan kepastian dalam biaya untuk menekan biaya,
pengurangan tahapan dimana juga dapat dilakukan dengan membuat
prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.

Pelayanan Perizinan dalam kepastian waktu, yaitu :

a. Kepastian waktu dalam pemprosesan permohonan  perizinan  dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan skala
usaha permohonan.

b. Kepastian dalam mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi
tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya @ waktu
vang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangl berbagal instansi).
Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga
akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan.

Pelayanan Perizinan yang Transparan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai
serta mudah dimengerti.

Pelayanan Perizinan yang Akuntabel, yaitu :

a. Dapat dipertanggungjawabkan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. Akuntabel yang profesional dalam pemprosesan perizinan dalam melibatkan
keahlian vang diperlukan, balk untuk wvalidasi administratif, verifikasi
lapangan, pengukuran dam penilzian kelayakan, yang masing-masing
prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah
ditetapkan;

1
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Meningkatkan mutu pelayanan perizinan yang cepat, handal, unggul, transparan,
dan akuntabel;

Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesioanal;

Menciptakan iklim usaha di Kabupaten Konawe;

Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna mempercepat
perizinan;

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang perizinan selaku pelaku
usaha;

C. MOTTO DAN KOMITMEN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE

1.

Motto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Konawe :
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K EPUASAN ANDA ADALAH KEBANGGAAN KAMI

Makna Motto :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu berupaya untuk
rmemberikan pelayanan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit,
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan bagi masyarakat pelaku usaha.

Komitmen/janji Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Konawe

3. S5iap memberikan pelayanan perizinan yang terbaik dan tercepat untuk
mencapai kepuasan masyarakat dalam perizinan;

b. Siap menjalankan pelayanan perizinan yang profesional dengan pelayanan
prima;

c. Siap sebagai sarama informasi dalam memudahkan pelaku uwsaha untuk
memperoleh perizinan yang diharapkan;

Maklumat Pelayanan

" DENGAN NI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELEMGGARAKAM

PELAYANAMN SESUAI STANDAR PELAYAMNAMN YAMG TELAH DITETAPKAN DAM

APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MEMNERIMA SAMKSI SESUAI

PERATURAMN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKL

D. JENIS-JENIS PELAYANAN

1

Jenis Pelayanan Izin

Jenis pelayanan izin yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Maodal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe, mulai dari Penerimaan

Permohonan, Pemprosesan, Penandatangan Keputusan Izin dan Pembayaran

retribusifpajak perizinan sejurnlah 82 (delapan puluh dua) izin berdasarkan:

a. Peraturan Bupati Konawe MNomor : 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan
Wewenang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Daerah yang dilaksanakan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Konawe, ada 82 (Delapan Puluh Dua) izin sebagai berikut :

a. Bidang Ketenagakerjaan

lzin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing {IMTAJ;

Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja ;

Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ;

Pembuatan AK-1 Kartu Pencarin Kerja;

Perpanjangan AK-1 f Kartu Pencari Kerja;

. lzin Penampungan Calon Tenaga kerja Indonesia

b. Bidang Pekerjaan Umum

Izin Mendirikan Bangunan [IME)

Izin Pemasangan Reklarme

Izin Pemanfaatan Ruang;

Izin Usaha Jasa Kontruksi {IUJK)

Izin Penggunaan dam pemanfaatan Tanah [IPFT)

Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kota / SKRK

Sertifikat Layak Fungsi |SLF)

i 0, LaiEh
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. Bidang Perindustrian

1. lzin Usaha Industri

2. Tanda Daftar Industri

3. lzin Perluasaan Industri

. Bidang Perhubungan

lzim Trayek

lzin Usaha Angkutan Umum

Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Pengujian Kendaraan Bermotor

lzin Pengusaha Angkutan Kota (SIPA)}

Izin Pengelola Parkir Kendaraan Bermotor yang Dikelola Oleh Pihak Swasta
idang Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan

Tanda Daftar Perusahaan

Tanda Daftar Gudang

Izin Usaha Toko Modern {ILITM)

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUF-ME)
Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkahol (SITU-MB)
idang Pendidikan

Izin Operasional Sekolah

Izin Pendirian Sekolah Swasta (TK, 50, SMP)

lzin Operasional Kursus-kursus dan Lembaga Pendidikan
Izin Pendirian danOperasional PAUD, Kursus £ LPL f Non Formal
Izin Pendidikan Kursus

idang Penanaman Modal

lzin Prinsip Penanaman Modal

Izin Prinsip Perluasaan Penanaman Modal

Izin Usaha Penanaman Modal

Izin Usaha Penpgabungan Perusahaan PenanamaniModal (Merger)
Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

Pendaftaran Penanaman Modal

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Izin Usaha Perluasaan Penanaman Modal

Izin Lokasi

. Bidang Sosial

. Rekomendasi BPJ5

Rekomendasi Pengangkatan Anak

Izin Pendirian Organisasi Sasial

Rekomendasi Surat Terhadap Orang Terlantar

Izin Pendirian Panti Asuban

Izin Pengumpulan Barang atau Uang

Izin Operasional Panti Sosial

Izin Mengadopsi Anak

. lzin Operasional Organisasi Soslal

10. Izin Undian Gratis Berhadiah

Bidang Pariwisata

1. Tanda Daftar Usaha Parawisata Hotel

2. Tanda Daftar Usaha Parawisata Rumah Makan

3. Tanda Daftar Lsaha Parawisata Salon

4, Tanda Daftar Usaha Agen Travel
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Tanda Daftar Usaha Parawisata Usaha Kafe
Tanda Daftar Usaha Parawisata Rekreasi dan Hiburan
Tanda Daftar Usaha Parawisata Usaha Panti Pijat
Tanda Daftar Usaha Parawisata Pusat Kebugaran dan Jasmani
j- Bidang Lingkungan Hidup
Izim Lingkungan
Izin Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan &Pemantauan Lingkungan Hidup
Izin Penyimpangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
Izin Pembuatan Limbah Cair (SIFLC)
Izin Pengelolaan Sampah
lzin Pemakaian Air Limbah
Rekomendasi Amdal
Rekomendasi Perbuanagn Air Limbah Ke Air atau Sumber Air
dang Koperasi dan UMEM
Izin Usaha Simpan Pinjam
Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
Izin Pendirian Koperasi
Izin Usaha Simpan Pinjam
Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
idang Kesehatan
Izin Apotik
Izin Praktek Dokter
lzinToko Obat
Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
Izin Praktek Bidan
Izin Klimik
Izin Kerja dan Praktik Perawat
Izin Pengobatan Trasional
4. lzin Pendirian Rumah Sakit Swasta

5
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8.
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2. Loket Pelayaman Perizinan

Loket pelayanan perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu 5atu Pintu terdapat pada :

a. Loket Informasi dan Pengambilan Formulir : Pemohon mendapatkan
informasi dari petugas loket informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan
perizinan dan non perizinan, Petugas loket pendaftaran dapat memberikan
formulir permohonan pendaftaran izin kepada pemohon untuk dilsi dan
dilengkapi persyaratan izin yang telah ditetapkan sehingga menjadi satu
berkas permohonan pendaftaran izin yang lengkap apabila pemochon teah
mengisi dan melengkapl persyaratan izin yang telah ditetapkan sehingga
menjadi satu berkas permchonan pendaftaran izin yang lengkap dan benar,
selanjutnya diserahkan oleh pemohon kepada petugas loket pendaftaran
pada loket yang telah disediakan;

b. Petugas Loket Pendaftaran : petugas yang berada di loket inl mempunyai
tugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
pendaftaran izin; Apabila berkas permohonan pendaftaran izin yang telah
diterima dan diperiksa oleh petugas loket pendaftaran kurang lengkap
danfatau tidak benar, maka secara langsung dikembalikan kepada pemohon
untuk dilengkapi dan diperbaiki; Apabila berkas permohonan pendaftaran izin
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yang telah diterima dan diperiksa sudah lengkap dan benar oleh petugas
loket pendaftaran, maka;
- Petugas loket pendaftaran melakukan pengisian data penerimaan
permohonan pendaftaran izin;
- Mencetak formulir pengecekan berkas persyaratan  permohonan
pendaftaran izin; dan
- Mencetak formulir disposisi permohonan pendaftaran izin
Mencetak formulir tanda terima berkas permohonan pendaftaran izin;
Fetu];as Loket Pengambilan : petugas yang berada di loket ini mempunyai
tugas untuk mencetak SKRD yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada
pemohon sebagal dasar pembayaran retribusi; menerima pembayaran
retribusi dari pemohon yang akan mengambil izin yang telah diterbitkan,
menyerahkan bukti pembayaran retribusi dan izin yang telah diterbitkan
kepada permohon;
Petugas Loket Pembayaran : petugas yang beradadi loket ini mempunyai
tugas untuk mencetak SKRD yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada
pemohon sebagai dasar pemebayaran retribusi; menerima pembayaran
retribusi dari permohon yang akan mengambil izin yang telah diterbitkan;
menyerahkan bukti pemmbayaran retribusi dan izin yang telah diterbitkan
kepada pemohon;
Petugas Loket Pengaduan : petugas yang berada di loket ini mempunyai
tugas untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yvang disampalkan
secara langsung oleh pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

STANDAR PELAYANAN

Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Maodal dan PTSP Kab. Konawe
mengacu pada Permen Pan BB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik
vang meliputi 14 { empat belas ) komponen dengan 33 | Tiga puluh tiga) obyek periziman
sebagai berikut :

i. Tanda Daftar Gudang

KOMPONEN URAIAN

Dasar Hukum i P:rmendag No. 50 Tahun 2014 Tenta ng Penataan

dan Pembinaan Gudang

2. Permendag No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Permendag No. 20 Tahun 2014 Tentang
Penataan dan Pembinaan Gudang

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor No. 7
Tahun 2002

Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan
Foto Copy KTP, NPWP Email dan No. HP
Foto Copy IMB dan SLF
Fota Copy TDI atau IUI
Foto Copy MIB
Rekomendasi dari Dinas Perindustrian  dan
[ Perdagangan selaku Instansi Terkait,
7. Dokumen yvang dipersyaratkan dari instansi terkait

o g Lo pa e

3.

| Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko |




sesuai kebutuhan yaﬁg_fnng_a'-téiaﬁ' disediakan pada
ruang informasi mawpun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan  untuk  didaftar
langsung maupun melalui online selanjutnva diberi
tanda buktl pendaftaran.

3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permahonan tersebut.

4. lamanya proses penerbitan/penetapan  dihitung |
setelah berkas dimyatakan lengkap dan benar sesual |
dengan persyaratan yang telah ditentukan |

5. Selesal proses |jin dapat diambil pada loket
penyerahan !

|

i
4. Jangh. waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan
diterima lemgkap dan benar aleh verifikator,

5. | Biaya/ tarif | Rp. .. |
| 6. | Produk pelayanan [ Izin atau 5K I
A Sararia,__p_-rasarana danfatau | Meja, kursi, computer. Printer, Internet / Aplikasi
| fasilitas | sistem/Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil
8. | Kompetensi pelaksana | Diklat FTSP, SMA/D3, 5I. |

9. | Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sisterm
10. | Penanganan pengaduan, saran, | » Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
| dan masukan | ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
| solusi oleh petugas penerima pengaduan.
| # Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan  format  tertentu ke nomor  pengaduan
085396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
solusi aduan
11. | Jumlah pelaksana & orang_
12. | Jaminan pelayanan | sop.
13. | Jaminan keamanan dan | Nomor antrian dan ruang tunggu ber actv, Meja help
keselamatan pelayaman desk, CCTV
14, | Evaluasi kinerja pelaksana IKM tiap 6 bulan
2. Izin Usaha Industrif Tanda Daftar Industri
| No KOMPONEN URAIAN i
1. | Dasar Hukum 1. UU No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian i

2. PermenPerin. MNo. 15 Tahun 2019 Tentang |
Penerbitan IUI dan lzin Perluasan dalam Kerangka
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

| 3. Peraturan Daerah Kab. Kendari No. 7 Tahun 2001

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin

Usaha Industri, lzin Perluasan dam Tanda Daftar

Industri

Permilik Akun SliNas

2. Bagi perusahaam industri yang dikecualikan dari

kewajiban berlokasi di kawasan industri telah
memilikl  Surat  Keterangam Kesesualan RT-
RW /Rekomendasi TKPRD Kab. Konawe

[

f 2. Persyaratan Pelayanan




Menyampaikan Data Industri

Memiliki lzin Lokasi

Memiliki lzin Lingkungan

Telah dilakukan Pemeriksaan Lapangan dari Tim
Teknis Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan
Perindustrian

7. Bagi jenis industri tertentu, telah memenuhi
persyaratan tertentu sebagalmana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan

o v w

3. Sistern, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
1 ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.
2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
I pemchon dapat dikembalikan untuk didaftar
langsung maupun melalui anline selanjutnya diber
tanda bukti pendaftaran.
| 3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.
4. lamanya proses penerbitan/penetapan  dihitung
| setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan vang telah ditentukan
| 5. 5elesai proses ijin dapat diambil pada loket
| penyerahan
4. Jangka waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima] hari kerja dari berkas permohonan
diterirma lengkap dan benar oleh verifikator.
5. | Blaya/ tarif Rp. 0.
6. | Produk pelayanan Izin atau 5K
FA Sarana, prasarana  danfatau | Meja, kursi, computer. Printer, Internet [ Aplikasi
fasilitas | sistem,"Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil
8. Kompetensi pelaksana Diklat PTSP, SMA/D3, 51
9. | Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalul aplikasi sistem |
10. | Penanganan pengaduan, saran, | » Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
| dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
| solusi oleh petugas penerima pengaduan.

* Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
0B5396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
solusi aduan |

11. | Jumlah pelaksana & orang

12. | Jaminan pelayanan S0P,

13, | Jaminan keamanan dan | Nomor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
keselamatan pelayanan desk, CCTV

14. | Evaluasi kinerja pelaksana IKM tlap & bulan
3, Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

No EOMPOMNEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Permendag . No 20 Tahun 2014 tentang

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,
Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohaol

2. Permendag. No. 47 Tahun 2018 tentang Perubahan




Keempat Atas l"'erae_n_&:ig. Mo 20 Tahun 2014
tentang Pengendalian dan Pengawaszan Terhadap
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan  Minuman
Beralkohal.

Permendag No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Permendag. Permendag . Mo 20 Tahun 2014
tentang Pesgendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman
Beratkohoh

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor MNo. 4
Tahum 2012

JZ.

Persyaratan Pelayanan

e

Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;

Copy Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum da
Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas.

Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Email,NoHP Pemil
/ Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan.
Copy NPWP, PBE perusahaan/Pribadi.

Momaor Induk Beruszha [NIB)

Surat Penunjukan dari Distributor atauw Sub Distributo
sebagai pengecer atau penjual langsung

Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusul
minuman beralkohol dari camat setempat denga
mendapatkan pertimbangan dari Kelurahan/Desa
Rekomendasi  teknis  Dinas  Koperasi, UKI\*
Perindustrian dan Perdagangan selaku Instansi Teknis.

. Fc. Momor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukq

[NPPBKC), bagi Perusahaan yang memperpajang SIU
MB

| Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1.

5

Pemohon dapat mengambil / mendownicad blangko
sesual kebutuhan yang juga telah disediakan pada |
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.
Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemchon  dapat dikembalikan untuk  didaftar
langsung maupun melalui online selanjutnya diberi
tanda bukti pendaftaran. |
Proses pembahasanfkajian dalam menindaklanjutl |
permohonan tersebut.

Lamanya proses penerbitan/penetapan  dihitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan

Selesai proses jin dapat diambil pada loket |
penyerahan.

| Jangka waktu penyelesaian | Maksimial 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan .,
| diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

Biaya/ tarif [ Rp.0,.

Produk pelayanan I |zin atau 5K |

Sarama, prasarana  danfatau | Meja, kursi, computer. Printer, Intermet [/ Aplikasi
fasilitas sistem/Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil

Kaompetensi pelaksana | Diklat PTSP, SMA/D3, 5.

Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem

10.

Penanganan pengaduan, saran, | * Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk




dan masukan

ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusl oleh petugas penerima pengaduan.

# Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor
085396700555 DPMPTSP dam akan di balas dengan

pengaduan

| | solusd aduan
11. | Jumiah pelaksana & orang
| 12. | Jaminan pelayanan S0P,
13. | Jaminan keamanar  dan | Nomar antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
| keselamatan pelayanan desk, OCTV
14, | Evaluasi kinerja pelaksana KM tiap & bulan
4, lzin Penggllingan Padi
No KOMPONEN - ~ URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Undang-unadng 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan
penggilingan Padi, Huller dan penyosohan Beras

2. Keputusan menter pertanian No.
859/kpts/TP.250/1V/1998 tentang Pedoman
Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan
Penyasohan Beras

| 3. Perda Mo. 3 Tahun 2007 Tentang Izin Penggilingan
Padi
| 1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat Permohonan dan No. HP

2. F. C. KTP,Email, MPWP dan PBB

3. Fas foto berwarna (2 X 3] 2 Lembar

4. F.C.IMB

5. F. C. Nomor Induk Berusaha (MIB)

3. Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon dapat mengamibil / mendownload blangko
sesual kebutuhan yang juga telah disediakan pada
[ ruang infermasi maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan untuk  didaftar
langsung maupun melalui anline selanjutnya diberi
tanda bukti pendaftaran.

3. Proses pembahazan/kajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

4. Lamanya proses penerbitan/penetapan  dihitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai

| dengan persyaratan yang telah ditentukan |
| 5. Selesai proses jin dapat diambil pada loket |
| penyerahan

4. | Jangka waktu penyelesalan | Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan |

diterima lenghap dan benar aleh verifikator.

5. | Biaya/ tarif Rp.0,.

6. | Produk pelayanan lzin atau 5K l

7. | Sarama, prasarana dan/atau | Meja, kursi, computer. Printer, Internet S Aplikasi

fasilitas sistern,/Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil
8. Kompetensi pelaksana Diklat PTSP, SMA/D3, 51
a9, Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem




10. | Penanganan pengaduan, saran, | = Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk |
dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.
* Pengaduan dapat melalul kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
OB5396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
solusi aduan
11. | Jumlah pelaksana 6 orang
12. | laminan pelayanan SOP. |
13. | Jaminan keamanan dan | Momar antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
keselamatan pelayanan | desk, CCTV
14. | Evaluasi kinerja pelaksana | IKMm tiap & bulan |

8. lzin Mendirikan Bangunan

Mo _KOMPONEN | - URAIAN
1. Dasar Hukurm 1. UL No.28 Tahun 2002 tentangBangunanGedung;
2. UU No.26 Tahun 2007 tentangPenataanBangunan
3. PeraturanPemerintahNo.36 Tahun 2005
| tentangFPeraturanPelaksanaan;
4, PeraturanPresiden No.97 Tahun 2014 tentang
| PelayananTerpadu;
| 5 PeraturanMentrifekerjaanUmumdanPerumahan
i Rakyat No. 05/PRTM/2016
1 tentanglzinMendirikanBangunamn; |
| 6. Peraturan Daerah Konawe MNo6 Tahun 2013
i tentangBangunanGedung;
| 7. PeraturanBupati Mo.0& Tahun  2013tentang
| Bangunan Gedung:-
| & Persyaratan Pelayanan SYARAT ADMINISTRASI

a. Mengisi Blanko Permohonan;
b. Fotocopy KTP Pemohaon yang masih
t. Fotocopy NPWP, Email dan No. HP Pemahon
d. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah
2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
f. Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan dari
Kelurahan/ Desa
- Surat Permyataan yang dipedukan dan dibuat
bermaterai
h. Bagl pemohon vyang berupa Badan Usaha
melampirkan Fato Copy Akta penderian perusahaan
atau badan
i. Persyaratan Administrasi untuk industri, Real Estate
dan sejenisnya :
- Izin Lokasi
- Dokumen Amdal/UKL/UPL atau sejenisya
= Perizinan lainnya yang diperlukan
SYARAT TEKMNIS
3. Gambar Pra Rencana Bangunan
- Site Plan
= Denah




Sistem, mekanisme dan Frosedur |

- Tampak
- Potangan

|

1. Pemohan dapat mengambil / mendownload blangko

sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diici dan persyaratan lengkap oleh
untuk  didaftar

langsung maupun melalui online dan selanjutnya

pemaohon  dapat  dikembalikan

diberi tanda bukti pendaftaran,

3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti

permohonan tersebut.

setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesual
dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesai proses jjin dapat diambil pada
penyerahan

Lamanya proses pernerbitan/penetapan  dihitung |

loket |

langka waktu penyelesaian

| Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohanan

diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

Biaya/ tarif

| Perda No. 6 tahun 2013

Produk pelayanan

Izin atau S5

Sarama, prasarana
fasliitas

dan/atau

Meja, kursi, computer, Printer, Internet / Aplikasi
sistem,Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mabil

Kompetensi pelaksana

Diklat PTSP, SMA/D3, 51

Pengawasan internal

Rapat staf setiap bulam, laporan melalui aplikasi sistem

10,

Penanganan pengaduan, saran,
dan masukan

11.

Jumnlzh bél;kﬁm--

* Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasliitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.

+ Pengaduan dapat melalul kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
085396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
solusi aduan

1| b orang

12,

Jaminan pelayanan

S0P

Jaminan keamanan dan

14.

Evaluasi kinerja pelaksana

Nomaor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
desk, CCTV

IKM tiap 6 bulan

6. lzin Usaha Jasa Kontruksi

_ KOMPONEN
Dasar Hukum

IRAIAN

1. Undang-undang Mo.2 Tahun 2017 tentang Jlasa
Kontruksi

2. Peraturan menteri PUPR No. 08 tahun 2019 tentang

Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha lasa Kontruksi

MNasional

Perda kab. Konawe No.9 Tahun 2014

Persyaratan Pelayanan

. Mengisi Formulir permohonan

. Menyerahkan Rekaman akta Pendirian BUJK

. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha yang
telah diregistrasi oleh Lembaga

. Menyerahkan Sertifikat Keahlian dan/ atau sertifikat

Wopd s W

o




ketrtampilan dari penanggung jawab teknik Badan
Uszaha yvang telah diregistrazl oleh lembaga

5. Menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung lawab
Teknik Badan Usaha vang dilengkapi Surat |
permyataan Penginkatan diri tenaga ahliftrampil
dengan penanggung jawab utama badan usaha

3. | Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko
' sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
| ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh

| pemohon  dapat  dikembalikan  untuk  didaftar
langsung maupun melalui online selanjutnya diberi
tanda bukti pendaftaran.

| 3. Proses pembahasan/kzjian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

4. lamanya proses penerbitan/penetapan dihitung

{ setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesai proses ijin dapat diambil pada loket

| penyerahan

4, | Jangka waktu penyelesalan Maksimal 5 :!'Ima] hari kerja dari berkas permohonan

diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

5. | Biaya/ tarif Rp. 0,.

6. Produk pelayanan I2in atau SK

7. Sarana, prasarana danfatau | Meja, kursi, computer. Printer, Internet J  Aplikasi

fasilitas sistemnWeb/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil

8. | Kempetensi pelaksana Diklat PTSP, SMA/SD3, SI.

9, Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem

10. | Penanganan pengaduan, saran, | = Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk

dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi pleh petugas penerima pengaduan.
= Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
025306700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan |
solusi aduan
| 11. | Jumnlah pelaksana 6 orang
12, | Jaminan pelayanan S0P. . -
|13, | Jaminan  keamanan  dan | Nomar antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
keselamatan pelayanan | desk, CCTV o
14. | Evaluasi kinerja pelaksana | IKM tiap 6 bulan
7. Jenis Pelayanan lzin Praktek Dokter
No KOMPONEN_ f URAIAN o
1. Dasar Hukum | 1. Permenkes RINo.2052/Permenkes /2011 tentang
Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
‘ 2. Perda No.9 Tahun 2006, Tentang lzin Usaha Bidang
Kesehatan
3. Perbup No. 20 tahun 2019 tentang pendelegasian
‘ _ wewenang Penerbitan Perizinan
2. | Persyaratan Pelayanan | 1. Mengajukan Surat Permohonan




2. Foto Copy KTP

| 3. Foto Copy ljazah Dokter dan Sertifikasi Kompetensi |

yvang dilegalisir
4, Foto Copy S5TR Dekter yang dilegalisir,
5. Surat rekomendasi dari ikatan Dokter Indonesia (1D1)
Kab. Konawe
B. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek atau
surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan
sebagai tempat prakteknya
. Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki SIP
B. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter
yang bekerja pada instansi [/ fasilitas pelayanan
kesehatan pemerintah/swasta secara purna waktu
9. Pas Photo ukuran 3 x4 = 2 lembar
10.Foto Copy NPWP, SIUPNIBIMB,PEE bagl yang
praktek mandiri

|

3. Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemaohon dapat mengambil / mendownload blangko
sesual kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemohon dapat dikembalikan wntuk didaftar
langsung maupun melalsi onlinedan  selanjutnya
diberi tanda bukti pendaftaran.

3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

4. Lamanya proses penerbitan/penetapan  dibitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesai proses ijin dapat diambil pada loket
penyerahan.

4. Jangka waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan

diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

5. | Biaya/ tarif Rp. 0,.

B. Produk pelayanan Izin atau SK ]

[7. Sarana, prasarana dan/atau | Meja, kursi, computer. Printer, Internet [/ Aplikasi
| fasilitas sistemn/Web/ Email, sms service, gps, ATK dan maobil

E. | Kompetensi pelakszna Diklat PTSP, SMA/D3, 51.

9, Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem |

10, | Penanganan pengaduan, saran, | * Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilabkan masuk

dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petwgas penerima pengaduan.

* Pengaduan dapat melalul kotak saran, web, dan sms

dengan format tertentu ke mnomor pengaduan
085396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
solusi aduan

11. | Jumlah pelaksana b erang

12. | Jaminan pelayanan SOP. -

13. | laminan keamanan dan | Nomaor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help

| keselamatan pelayanan desk, CCTV )

14, | Evaluasi kinerja pelaksana KM tiap 6 bulan _|




fasilitas

8. lenis Pelayanan kzin Apotik

No KOMPONEN URAIAN |

1. Dasar Hukum 1. PermenkesRl No.09 Tahun 2017 tentang Apatek

2. Perda kab. konawe No9 tahiun 2006 tentang [2in
Usaha Bidang Kesehatan |

3. Perbup No. 20 tahun 2019 tentang pendelegasian
wewenang Penerbitan Perizinan |

2. Persyaratan Pelayanan 1. Surat Permohonan |

2. Foto Copy KTP pemohon dan Pemilik sarana

3. Foto Copy NPWP pemohaon dan pemilik sarana

4. Foto Copy Surat Tanda Register , apoteker (STRA)

5. Rekomendasi dari lkatan Apateker Indonesia (1A)

6. Akte perfanfian kerjasama apoteker pengelola Apotik
dengan pemilik sarana. {

7. Foto Copy IMB | Izin Mendirikan Bangunan ) dan PBB

8. Foto Copy lzin Usaha Perdagangan (SIUP] & Momor |
Induk Berusaha [MIB) |

9. Denah Ruangan dan Denah Lokasi

10.5urat pernyataan dari Apoteker penanggungjawab
apotek(APA] bahwa tidak bekerja tetap pada
perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker
pengelola apotik lain.

11.5urat pernyataan Pemilik sarana Tidak terlibat
pelanggaran perundang-Undangan di Bidang obat. |

| 12.S5urat persetujuan atasan langsung bagi pemohon
PNS dan Pegawai instansi pemerintah lainnya.

| 13,Daftar Alat perlengkapan Apotik

| 14.Pas Foto 3 X 4= 2 lembar,

3. Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemahon  dapat  dikembalikan  wntuk  didaftar
langsung maupun melalul online selanjutnya diberi
tanda bukti pendaftaran.

3. Proses pembahasan/kajian dzlam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

4.lamanya proses penerbitan/penetapan  dihitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesal proses (jin dapat diambil pada loket
penyerahan )

4, Jangka waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima) hari kerja darl berkas permohanan

diterima lengkap dan benar aleh verifikator,

5. | Blaya/ tarif Rp. 0,.

6. | Produk pelayanan Izin atau 5K

7. | Garana, prasarana  danfatau

Meja, kursi, computer. Printer, Internet [ ﬁpl'lkas'll
sisternWeb/ Email, sms service, gps, ATK dan maobil |




B. Kompetensi pelaksana Diklat PTSP, SMA/D3, 5.

9. Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laparan malalui aplikasi sistem

10. | Penanganan pengaduan, saran, | » Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk

dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
salusi oleh petugas penerima pengaduan.

= Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms

dengan format tertentu ke nomor pengaduan
085396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
| salusi aduan

11. | Jumilah pelaksamna | Gorang

12. | Jaminan pelayanan S0P.

13. | Jaminan keamanan dan | Nomer antrian dan ruang tunggu ber actv, Meja help

keselamatan pelayanan desk, CCTV e
14. | Evaluasi kinerja pelaksana IKM tiap & bulan
9. Jenis Pelayanan Izin Toko Obat
| No KOMPONEN - _URAIAN
[ Dazar Hukum 1. Kepmenkes Ma13317 Menkes/SK/X/ 2002 tentang
perubahan menkes No. 167/Kab/13.V111/1972
tentang pedagang Eceran obat

1. Peraturan daerah Kab. Konawe No.3 Tahun 2006

3. Perbup Kab. Konawe Mo. 20 Tahun 2019 tentang

| pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan

2. Persyaratan Pelayanan 1. Surat Permohonan

2. Foto Copy KTP pemohon dan pemilik sarana

3. Foto Copy NPWP pemahon dan pemilik sarana

4. Foto Copy ijazah asisten Penanggung lawab Toko
Obat

5. Fote Copy Tanda Reglstrasl Temaga Teknis
Kefarmasian (STRTTE}

6. Rekomendasi dari lkatan Tenaga Teknis Kefarmasian

7. Foto Copy IMB [ 1zin Mendirikan Bangunan | dan PBB

8. Foto Copy lzin Usaha Perdagangan (SIUP) & Momor
Induk Berusaha [NIB}

9. Denah Ruangan dan Denah Lokasi

10.5urat persetujuan atasan langsung bagi pemohon
PN5 dan pegawal instansi pemerintah lainnya.

11.5urat pernyataan Pemilik sarana Tidak terlibat
pelanggaran perundang-Undangan di Bidang obat.

12.5urat perjanjian kerjasama pemillk Sarana Toko Obat
dengan asisten penanggung lawab

13.Daftar Alat periengkapan Toko Obat

14.Pas Foto 3 X 4 = 2 lembar.

3. Sistemn, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemohon dapat dikembalikan wntuk didaftar
langsung maupun melalul online selanjutnya diberi
tanda bukti pendaftaran.




3. Proses pembahasanfkajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut. |

4. lamarya proses penerbitan/penetapan  dihitung

setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai

dengan persyaratan yvang telah ditentukan

Selesal prases ijin dapat diambil pada loket

penyerahan

5.

Jangka wakitu penyelesalan

Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan
diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

Biaya/ tarif

Rp.d,.

Produk pelayanan

lzim atau 5K

Sarana,  prasarana
fasllitas

dan/atau

Meja, kursi, computer, Printer, Intermet [/ Aplikasi
sistem,Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil

Kompetensi pelaksana

Pengawasan internal

Diklat PTSP, SMA/D3, 5.

Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem

Penanganan pengaduan, saran,
dan masukan

* Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.

* Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
085396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
solusl aduan

Jumlah pelaksana

6 orang

Jaminan pelayanan

S0P,

Jaminan keamanan dan

keselamatan pelayanan

Momar antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
desk, CCTV |

Evaluasi kinerja pelaksana )

10. Jenis Pelayanan lzin Klinik

KOMPONEN

i
|
J

IKM tiap 6 bulan |

LIRAIAN

Dasar Hukum

Permenkes Rl No.9/ Tahun 2014 tentang Klinik

Peraturan daerah Kab. Kenawe No.9 Tahun 2006

. Perbup Kab., Konawe No, 20 Tahun 2019 tentang
pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan

Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan

Fote Copy KTP pemohan dan pemilik sarana

Foto Copy NPWP pemohon dan pemilik sarana

Foto Copy SIUF dan Nomor Induk Berusaha (NIB]

Denah Ruangan dan Denah Lokasi

Foto Copy surat Izin Amdal/UPL-UIKL

Surat yang menyatakan status bangunan dalarm bentuk

akte hak milik / sewa

Daftar dan data Ketenagaan | $IPD,SIPP,SIPB,SIP-

ATLMLSIPA SITTE)

Surat permyataan tunduk pada peraturan yang berlaku

10. Surat perjanjian kerjasama/akta notaris antara pemilik
sarana dan penanggung |awab

11. Foto Copy IMB dan PBE

12_Daftar Perlengkapan Alat medis Elinik

13. Struktur Organisasi Klinik

15.Pas Phato 3 x 4 = 2 lembar.

Sistem, mekanisme dan Prosedur

1. Pernohon dagat mengambil / mendownload Hangko sesuai




3.

kebutuhan y_a-nE juga telah disediakan pada ruang
Informasi mawupun Web resmi DPMPTSP.

Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemohon dapat dikembalikan untuk didaftar langsung
maupun melalul online selanjutnya diberi tanda bukzl

pendaftaran.

Proses  pembahasanfkajian  dalam  menindaklanjuti
permohonan tersebut.

lamanya proses penerbitan/penetapan  dihitung

setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesai proses ijin dapat diambil pada lokat penyerahan
KR langka waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan diterima
| - _| lengkap dan benar oleh verifikator,

5. | Biaya/tarif - Ap. 0.

B, Produk pelayanan Izin atau 5K

T Sarana, prasarana danfatau fasiitas | Meja, kursi, computer, Printer, Intermet [/ Aplikasi

sistem,Weby/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil

B. Kompetensi pelaksana Diklat PTSP, SMASD3, 51

a. Pangawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalul aplikasi sistem

10. | Penanganan pengaduan, saran, dan | = Pengaduan datang ke DPMPTSP ci persilahkan masuk ke
masukan ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan solusi oleh

pebugas penerima pEI'lEidIJBH.

+ Pengaduan dapat melalul kotak saran, web, dan sms dengan
| format tertentu ke nomor pengaduan OBS5396700555
| DPMAPTSF dan akan di balas dengan solusi aduan

11, | Jumiah pelaksana G orang
12. | Jaminan pelayanan S0P. o
13, Jaminan keamanan dan keselamatan | Momor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help desk,
pelayanan S T
t 14. | Evaluasi kinerja pelaksana KM tiap 6 bulan
11. Jenis Pelayanan lzin Praktek Parawat
| Mo KOMPONEN B URAIAN
1 Dasar Hukum 1. Permenkes Rl No. 26 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 2014
tentang keperawatan
2. Peraturan daerah Kab. Konawe No.9 Tahun 2006
3. Perbup Kab. Konawe Mo. 20 Tahun 2019 tentang
pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan
2 Persyaratan Pelayanan 1. Mengajukan Surat Permohenan

2. Foto Copy KTP

3. Foto Copy ljazah Perawat yang di legalisir

4. Foto Copy 5TR Perawat Yang dilegasilir

5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat

{PPNI) Kab. Konawe

6. Surat Rekomendasi dari atasan tempat kerja

7. Surat Keterangan sehat dari dokter vang memiliki SIP

8, Pas Photo ukuran 3 x4 = 2 lembar

3. | Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohen dapat mengambil / mendownload blangko
sesual kebutuhan yang juga telah disediakan pada
B ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.




2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan  untuk  didaftar
langsung maupun melalui online selanjutnya diberi
tanda buktl pendaftaran,

3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut,

4, Lamamya proses penerbitan/penetapan dihitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesual
dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesal proses ljin dapat diambil pada loket
penyerahan
4, Jangka waktu penyelesaian haksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan
| diterirna lengkap dan benar oleh verifikator.
5. | Biaya/ tarif Rp.0,.
6. Produk pelayanan lzin atau 5K B
7. Sarana, prasarana danfatau | Meja, kwrsi, computer. Printer, Internet / Aplikasi
fasilitas sistermn/Weby/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil
8. Kompetensi pelaksana Diklat PTSP, SMA/D3, 5.
9. | Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalul aplikas! sistem
10. | Penanganan pengaduan, saran, | * Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
salusi oleh petugas penerima pengaduan.

* Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
0B5396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan

| solusi aduwarn
11. | Jumnlah pelaksana & orang D
12. | Jaminan pelayanan SOP.
13. | Jaminan keamanan dan | Nomor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
keselamatan pelayanan desk, CCTV )
14. | Evaluasi kinerja pelaksana KM tiap & bulan
12, lenis Pelayanan Izin Praktek Bidan
Mo KOMPONEN URAIAN '
1. | Dasar Hukum 1. Permenkes Rl no. 28 tahun 2017 tentang lzin dan
penyvelenggaraan Praktek Bidan,

1. Peraturan daerah Kab. Konawe No.9 Tahun 2006

. Perbup Kab. Konawe Mo. 20 Tahun 2019 tentang
pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan |
2 Persyaratan Pelayanan Mengajukan Surat Permohonan |

L o8l o I

Foto Capy KTP
Foto Copy ljazah Bidan yang dilegalisir.
Foto Copy STR Bidan yang dilegalisir
Surat Rekomendasi dari lkatan Bidan Indonesia {101 )
| Kab. Konawe
6. Surat Rekomendasi dari atasan tempat bekerja
7. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
| 8. Pas Photo Ukuran 3 x4 = 2 lembar
9. Rekomendasi lzin Praktik Bidan dari dinas kesehatan
10.Foto Copy,MIB, IMB,PBB dan NPWP bagi praktik




miandiri

Sistern, mekanisme dan Prosedur

1. Pemohan dapat mengambil / mendawnload blangke
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan  untuk  didaftar
langsung maupun melalui online selanjutnya diberi
tanda bukti pendaftaran.

3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permaonenan tersebut. I

4. lamanya proses penerbitan/penstapan dihitung
setelah berkas dimyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesai proses ljin dapat diambil pada loket
R penyerahan |
4, Jangka waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima) hari kerja darl berkas permohonan |
diterima lengkap dan benar oleh verifikator.
5. |Biaya/tarif | Ap.0.

6. | Produk pelayanan lzim atau 56 B -
7. Sarana, prasarana  dan/atauw | Meja, kursi, computer. Printer, Internet f Aplikasi
fasilitas sistemn,Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil
& | Kompetensi pelaksana Diklat PTSP, SMA/D3, 51 |
9. Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem !
10. | Penanganan pengaduan, saran, | = Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk |

dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.
| = Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms |
| dengan format tertentu ke nomor pengaduan
| 085396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
- selusi 2duan

11, | Jumlah pelaksana | G orang

12. | Jaminan pelayanan - ___| SOP. -

13.  Jaminan keamanan dan  MNomor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help

. keselamatan pelayanan | desk, CCTV

14. | Evaluasi kinerja pelaksana

| IKM tiap 6 bulan

13. Jenis Pelayanan |zin Praktek Gigi dan Mulut

KOMPONEN

LURALAM

Dazar Hukum

1. Permenkes No.20 Tahun 2016 tentang
penyelenggaraan prakilk Terapls Gigl dan Mulut
2. Peraturan daerah Kab. Konawe Na. 9 Tahun 2006
. Perbup Kab, Konawe Mo, 20 Tahun 2019 tentang
pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan |

e

Persyaratan Pelayanan

. Mengajukan Surat Permohonan

. Foto Copy KTP

. Foto Copy ljazah Gigi yang dilegalisir

. Foto Copy STR yang dilegalisir

. Surat Rekomendasi dari Organisasi profesi

. Surat Rekomendasl dari atasan tempat bekerja

. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP

= O UM & KaF R S




8. Pas Photo Ukuran 3 x4 = 2 lembar
9. Rekomendasi lzin Praktik Gigi dari Dinas Kesehatan
10.Foto Copy ,NIB,IMB,PBB,NPWP bagi praktikx mandiri

3. | Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemahon dapat mengambil / mendownload blangko
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP,

2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikemballkan untuk  didaftar
langsung maupun melalui online selanjutnya diberi
tanda buktl pendaftaran.

3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

4. lamanya proses penerbitan/penetapan dihitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesual
dengan persyaratan yang telah ditentukan.

5. Selesai proses ijin dapat diambil pada loket
penyerahan

4, Jangka waktu penyelasaian Maksimal 5 {lima) hari kerja darl berkas permohonan
diterima lengkap dan benar oleh verifikator.
5 Biaya, tarif Rp. O,. o
6. | Produk pelayanan Izim atau 5K -
7. [Sarana, prasarana  dan/atau | Meja, kursi, computer. Printer, Internet / Aplikasi
fasilitas sistemn/Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil
8. Kompetens! pelaksana Diklat PTSP, SMA/D3, 51.
9. | Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem
10. | Penanganan pengaduan, saran, | » Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.
* Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
085396700555 DPMPTSP dan akanm di balas dengan
solusi aduan
11 | Jumiah pelaksana |Gorang —
12. [ Jaminan pelayanan S0P,
13, | Jaminan keamanan dan | Momor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
keselamatan pelayanan desk, CCTV
14, | Evaluasi kinerja pelaksana IEM tiap G bulan -
14. Jenis Pelayanan lzin PraktekAhli Teknologi Laboratorium Medik
No KOMPONEN LIRALAN
1. Dasar Hukum 1. Permenkes No.42 Tahun 2015 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Ahll Teknologl
Laboratorium Medik

2. Peraturan daerah Kab. Konawe No.9 Tahun 2006

3. Perbup Kab. Konawe Mo. 20 Tahun 2019 tentang
pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan

2. Persyaratan Pelayanan 1. Mengajukan Surat Permohanan

2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy ljazah yang dilegalisir




4. Foto Copy 5TR yang dilegalisir

5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

6. Surat Rekomendasi darl atasan tempat beker|a

7. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki 5IP

8. Paz Phate Ukuran 3 x4 = 2 lermbar

3. Sistern, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang Infarmasi maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan wumtuk didaftar
lamgsung maupun melalui online selanjutnya diberi
tanda bukti pendaftaran.

3. Proses pembahasanfkajian dalam menindaklanjuti
permahenan tersebut.

4. lamanya proses penerbitan/penetapan dihitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesual
dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesai proses ijin dapat diambil pada loket
penyerahan B

4, Jangka waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan
- diterima lengkap dan benar aleh verifikator.
5. | Biaya/ tarif Rp. .. -
&. Produk pelayanan Izirm atau SK
7. | Serana, prasarana  dan/atau | Meja, kursi, computer. Printer, Internet [/ Aplikasi
| fasilieas sistermn,Web, Email, sms service, gps, ATK dan mobil
8. | Kompetensi pelaksana Diklat PTSP, SMA/D3, 51. _ _
9. Pengawasan internal | Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem
10. | Penanganan pengaduan, saram, | * Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan,
* Pengaduan dapat melalul kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
085396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
solusi aduan
11. | Jumlah pelaksana 6 orang
12. | Jaminan pelayanan S0P,
13, | Jaminan keamanan dan | Nomgr antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
keselamatan palayanan desk, CCTV
14. | Evaluasi kinerja pelaksana | IKM tiap 6 bulan
15. Jenis Pelayanan lzin KerjaRadiografer
Mo KOMPOMNEN LIRALAN
1 Drasar Hukum 1. Permenkes RI Mo.B1 tahun 2013 tentang
penyelenggaraan pekerjaan Radiografer

2. Peraturan daerah Kab. Konawe No.9 Tahun 2006

3. Perbup Kab. Konawe Mo. 20 Tahun 2019 tentang
pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan

2. Parsyaratan Pelayanan 1. Mengajukan Surat Permohanan

2. Foto Copy KTP

3. Foto Copy ljazah yang dilegalisir




. Foto Copy STR yang dilegalisir

. Surat Rekomnendasi dari Organisasi profesi

. Surat Rekomendasi dari atasan tempat bekerja

. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki 5IP
. Pas Photo Ukuran 3 ¥ 4 = 2 lembar

| Sistern, mekanisme dan Prosedur

Himw ;A

Pemohon dapat mengambil / mendownoad blangko
sesual kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP,
Setelah blangko diisl dan persyaratan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan untuk  didaftar
langsung maupun melalui online selanjutnya diberi
tanda bukti pendaftaran.

Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

lamanya proses penerbitan/penetapan  dihitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan

Selesai proses ljin dapat diambll pada loket
penyerahan

5.

langka waktu penyelesaian

Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan
diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

Biaya/ tarif

Rp. 0.

Produk pelayanan

Izin atau SK

Sarana, prasarana  dan/atau

fasilitas

Meja, kursl, computer. Printer, Internet [ Aplikasi
sistemn,Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mahbil

Kompetensi pelaksana

Diklat PTSP, SMA/D3, 51,

_Pengawasan internal

Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem

Penanganan pengaduan, saran,
dan masukan

= Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.

= Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pemgaduan
085396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
solusi aduan

11

Jumlah pelaksana

G orang

1.

Jaminan pelayanan

SOP.

13.

Jaminan keamanan dan

keselamatan pelayanan

MNomaor antrian dan ruang tunggu ber actv, Meja help
desk, CCTV

Evaluasi kinerja pelaksana

KM tiap & bulan N

16. Jenis Pelayanan Ikzin PraktekPenata Anestesi

KEOMPOMNEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Permenkes No.18 tahun 2016 tentang Izin dan
penyelenggaraan Praktik Penata Anesti

2. Peraturan daerah Kab. Konawe No.9 Tahun 2006
Perbup Kab. Konawe Mo. 20 Tahun 2019 tentang

pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan

b

Persyaratan Pelayanan

. Mengajukan Surat Permohonan
. Fato Copy KTP

. Fote Copy ljazah yang dilegalisir
. Foto Copy STR yang dilegalisir

g L R




. Surat Rekomendasi dari Organisasi IPAI SULTRA

. Surat Rekomendasi dari atasan tempat bekerja

. Surat Keteramgan sehat dari dokter yang memiliki SIP
. Pas Photo Ukuran 3 x 4 = 2 lembar

l Sistem, mekanisme dan Prosedur

Ll RN Y |

Pemohon dapat mengambil / mendownload blangka
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang Informasl maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemchon  dapat  dikembalikan  untuk didaftar
langsung maupun melalui online selanjutnya diberi
tanda bukti pendaftaran.

3. Proses pembahaszanfkajian dalam menindaklanjurl
permohonan tersebut.

4. Lamanya proses penerbitan/penetapan dihitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesual
dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesai proses ijin dapat diambil pada

penyerahan

Ioket

| Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan
diterima lengkap dan benar aleh verifikataor.

Biaya/ tarif

Rp. 0,.

=

Produk pelayanan

Izin atau SK

Sarama,  prasarana dan/atau

fasilitas

g

hMeja, kursi, computer, Printer, Internct [ Aplikasi
sistemWeb/ Email, sms service, gps, ATK dan mabil

Kompetensi pelaksana

Pengawasan internal

| Diklat PTSP, SMA/D3, S1.

ﬁ;pal staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistern

10

11,

Penanganan pengaduan, saran,
dan masukan

* Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.

* Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomar pengaduan
085396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
solusi aduan

Jumlai‘n_Eelak;ana

[ orang

12.

Jaminan pelayanan

Soe.

| 13,

Jaminan keamanan
keselamatan pelayanan

Nomor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
desk, CCTV

14

Evaluasi kinerja pelaksana

Lo il

17. Jenis Pelayanan lzin Praktek Apoteker

No |

KOMPOMNEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Permenkes Rl No.31 tahun 2016 tentang
perubahanatas Permenkes RI No.
£89/Menkes,/Per/ /2011 tentang registrasi, [zin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga kefarmasian

2. Peraturan daerah Kab. Konawe No.9 Tahun 2006
tentang izin kesehatan

3. Perbup Kab. Konawe Mo. 20 Tahun 2019 tentang
pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan

Persyaratan Pelayanan

1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Foto Copy KTP




L

. Foto Copy ljazah vang :Iilegasili:r

. Fato Copy STR vang dilegallsi

. Surat Rekomendasi dari PC-1al Kab, Konawe

. Surat Rekomendasi dari atasan tempat bekerja

. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
. Pas Photo Ukuran 3 x 4 = 2 lembar

10.Foto Copy npwp

- . ST

3. | Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemahon dapat mengambll / mendowload blangke
| sesual kebutuhan yang juga telah disediakan pada
. ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP,
| 2, Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap aleh
| pemohon  dapat dikembalikan untuk  didaftar
langsung maupun melalui online selanjutnya diberi
tanda bukti pendaftaran.

3. Proses pembahasanfkajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

4. Llamanya proses penerbitan/penetapan  dihitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesal proses ijin dapat diambil pada loket

- penyerahan
4, Jangka waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan
= diterima lengkap dan benar oleh verlfikator,
5. Blaya/ tarif Rp. O,.
&. Preduk pelayanan Izin atau SK
7. Sarana, prasarana  dan/atau | Meja, kursi, computer. Printer, Internet [ Aplikasi
fasilitas sistern/Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil
8. Kompetensi pelaksana Diklat PTSP, SMA/D3, 51.
9. Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem |
10. | Penanganan pengaduan, saran, | = Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan,

= Pengaduan dapat melalui kotak saram, web, dan sms

dengan format tertentu ke nomor pengaduan
DBS396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
s0lusi aduan

11. | Jumlah pelaksana 6 orang

12. | Jaminan pelayanan S0P,

13. | Jaminan keamanan dan | Momor antrian dan ruang tunggu ber actv, Meja help

keselamatan pelayanan desk, CCTV
14, | Evaluasi kinerja pelaksana |KM tiap 6 bulan
18. lenis Pelayanan Izin Praktek Tenaga Kefarmaslan
[ Na KOMPONEN URALAN
1. Dasar Hukum 1. Permenkes Rl Mo.31 tahun 2016 tentang

perubahanatas Permenkes Rl No.
289/Menkes/Per/\V/2011 tentang registrasi, [zin
Praktek dan lzin Kerja Tenaga kefarmasian

2. Peraturan daerah Kab, Konawe No.9 Tahun 2006
tentang izin Kesehatan




A

3

Lo

Perbup Kab. Konawe Mo. 20 Tahun 2019 tentang
pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan

| Persyaratan Pelayanan

| Sistem, mekanisme dan Prosedur

]

R

D pacsd O e el e

Mengajukan Surat Permohonan

Fato Copy KTP

Foto Copy |jazah yang dilegalisir

Foto Copy STR yang dilegalisir

Surat Rekomendasi dari Organisasi PAFI SLILTRA
Surat Rekomendasi dari atasan tempat bekerja

Surat Keteranmgan sehat dari dokter vang memiliki SIP
Pas Photo Ukuran 3 x 4 = 2 lembar

Rekomendasi izin Praktlk TenagaTeknis Kefarmasian
dari Dinas Kesshatan

1. Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko

sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang Informasl maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diisi dan pernyataan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan  untuk  didaftar
langsung maupun melalui online dan  paten,
selanjumya diberi tanda bukti pendaftaran.

3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti

permahonan tersebut.

Lamanya proses penerbitan/penetapan dihitung

setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai

dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesai proses ijin dapat diambil pada
pengambilan. 4

loket

o

i langka waktu penyelesaian

| Blaya/ tarif

Maksimal 5 {lima} hari kerja dari berkas permohonan

Rp. 0,.

m

Produk pelayanan

Izin atau 5K

Sarana, prasarana  dan/atau

fasilitas

Meja, kursi, computer. Printer, Internet / Aplikasi
sistemn,Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil

Kompetensi pelaksana

Diklat PT5P, SMA/D3, 51,

Pengawasan internal

Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem

10. | Penanganan pengaduan, saran, | * Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.
* Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor  pengaduan
OB53965700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
- solusi aduan
11. | Jumlah pelaksana 6 orang
12. | Jaminan pelayanan S0P,
13. | Jaminan keamanan dan | Nomor antrian dan ruang tunggu ber actv, Meja help
keselamatan palayvanan desk, CCTV
14. | Evaluasi kinerja pelaksana |KM tigp 6 bulan
19. Jenis Palayanan lzin Usaha Depot
Na KOMPONEN LIRAIAN
I Dasar Hukum 1. Permenkes No.42 Tahun 2014 tentang Higlene




Sanitasi Depot Air Minum
2. Peraturan daerah Kab. Konawe No.9 Tahun 2006
3. Perbup Kab. Konawe No. 20 Tahun 2019 tentang

Pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan |

A Persyaratan Pelayanan 1. Mengajukan Surat Permohonan

2. Foto Copy KTP Pemchan

3. Foto Copy NPWP

4. Fote Copy IMB dan PBB

5. Foto Copy SILP & MIB

6. Denah Likasi dan gambar Rangkaian Mesin

7. Surat Pernyataan Tunduk Pada Peraturan Yang
berlaku

8. Sertifikat layak sehat dari dinas kesehatan Kab.
Konawe

9, Daftar Ketenagaan

10.Pas Photo Ukuran 3 X 4 = 2 lembar

3. Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko
sesual kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diisi dan persvaratan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan  untuk  didaftar
lamgsung maupun melzlui online selanjutrya diberi
tanda bukti pendaftaran.

3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permahonan tersebut.

4. lamanya proses penerbitan/penetapan dihitung |
setelah berkas dimyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan vang telah ditentukan

4, Selesai proses ijin dapat diambil pada loket

| penyerahan
4, Jangka waktu penyebesalan Maksimal 5 {lima] hari kerja dari berkas permochonan
diterima lengkap dan benar oleh verifikator.
5. | Biaya/ tarif Rp. O,
B. Produk pelayanan Izin atau SK i
7. Sarana, prasarana danfatau | Meja, kuorsl, mmphter. Printer, Internet / Aplikasi
fasilitas sistemn,"Weby/' Email, sms service, gps, ATK dan mobil
#. Kompetensi pelaksana Diklat PTSF, SMA/D3, 51,
g, Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem
1D. | Penanganan pengaduan, saran, | » Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.

= Pangaduan dapat melalul kotak saran, web, dan sms

dengan format tertentu ke nomor pengaduan
0B5396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
solusi aduan

11. | Jumlah pelaksana G orang

12. | Jaminan pelayanan S0P,

13. | laminan keamanan dan | Nomor antrian dan ruang tunggu ber actv, Meja help

keselamatan pelayanan desk, CCTV
| 14, | Evaluasi kinerja pefaksana KM tiap & bulan




20. Jenis Pelayanan lzin Operasional Rumah Sakit

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-undang Rl mo. 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit.

Permenkes Mo.56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit dan Perizinan rumah Sakit

Peraturan daerah Kab. Konawe No.9 Tahun 2006
Perbup Kab. Konawe No. 20 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan |

1.

Persyaratan Pelayanan

| Sistem, mekanisme dan Prosedur

. Daftar Perlengkapan Alat medis Rumah Sakit
. Rekomendasi dari Puskesmas setempat

-

Surat Permohonan

Foto Copy KTP.

Foto Copy NMPWP

Foto Copy SIUP dan Memar Induk Berusaha (MIB)
Denan Ruangan dan Denah Lokasi

Foto Copy surat Izin Amdal/UPL-UKL

Daftar dan data Ketenagaan [ SIPD,SIPP,SIPR SIP-
ATLM, SIPASITTE)

Surat pernyataan tunduk pada peraturan yang
berlaku

Surat perjanjian kerjasama/akta notaris antara
pemilik sarana dan direktur

Foto Copy IMB

Rekamendasi dari dinas Kesehatan Kab, Konawe dan
Dinas Kesehatan Provinsi

Pas Foto 3 x4 = 2 Lembar

Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko
sesuai kebutuban yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.
Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan  wntuk  didaftar
langsung maupum melalui online dan selanjumya
diberl tanda buktl pendaftaran.

. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti |

permohionan tersebut,

Lamanya proses penerblian/penetapan  dihitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesual
dengan persyaratan yang telah ditentukan |
Selesai proses jin dapat diambil pada loket
penyerahan

Jangka waktu penyelesaian

Biaya/ tarif

e

Produk pelayanan

Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan |
_ | diterima lengkap dan benar oleh verifikator.
Rp. Q..

Izin atau 5K

Sarana, prasarana  dan/atau

fasilitas

Meja, kursi, computer. Printer, Internet / Aplikasi
sistem,/Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil

.

Kompetensi pelaksana

Diklat PTSP, SMA/D3, SI. |

Pengawasan internal

Rapat staf setiap bulam, laporan melalui aplikasi sistem




10.

Penanganan pengaduan,
dan masukan

saran,

= Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasl dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.

= Pengaduan dapat melalul kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
085396700555 DPMPTSPF dan akan di balas dengan
solusi aduan

11.

Jumlah pelaksana

6 orang

12,

laminan pelayanan

S0P

13.

laminan keamanan
keselamatan pelayanan

Momar antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
desk, CCTV

14,

| Evaluasi kinerja pelaksana

IKM tlap & bulan

21. Jenis Pelayanan lzin A

hli Kesehatan Masyarakat

KOMPOMNEN

LIRAIAN

Dasar Hukum

1. Permenkes Rl Mo, 46 Tahun 2013 tentang Registrasi
Tenaga kKezehatan.

2. Peraturan daerah Kab. Konawe No.9 Tahun 2006
tentang izin Kesehatan

3 Perbup Kab. Konawe Mo, 20 Tahun
2019 tentang pendelegasian wewenang Penerbitan
perizinan

Persyaratan Pelayanan

Mengajukan Surat Permaohonan
Foto Copy KTP

Foto Copy ljazah yang dilegalisir
Foto Copy STR yang dilegalizir
Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Surat Rekomendasi dari atasan tempat bekerja

Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
Pas Photo Ukuran 3 x 4 = 2 lembar

Sistern, mekanisme dan Prasedur

o

Pemohon dapat mengambil / mendownload blangke
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.

2. 5Setelah blangko diisi dan pernyataan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan untuk  didaftar
lamgsung maupun melalui online dan paten,
selanjumya diberi tanda bukti pendaftaran.

3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

4. Llamanya proses penerbltan/penetapan dibltung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesai proses ijin dapat diambil pada

pengambilan. 4

loket

Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan
diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

L

Biaya/ tarif

Rp.0,.

|

Produk pelayanan

Izin atau SK

Sarana, prasarana  dan/atau

Meja, kursi, computer. Printer, Internet [ Aplikasi

fasilitas

sistemn,Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil




Kompetensi pelaksana

Diklat PTSP, SMA/D3, 51.

Pengawasan internal

Rapat staf setiap bulan, laporan mealalui aplikasi sistem

10.

Penanganan pengaduan, saran,
dan masukan

= Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk

ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.

« Pengaduan dapat melall kotak saran, web, dan sme

dengan  format
085396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
solusi aduan

tertentu ke nomor pengaduan

Jumlah pelaksana

b orang

laminan pelayanan

S0P,

Jaminan keamanan dan

keselamatan pelavanan

Evaluasi kinerja pelaksana

Nomor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help

IR tiap & hu_lag_“

| desk, CCTV

22, lenis Pelayanan Izin Tenaga Sanitarian

___KDOMPONEN

LIRALAM

Dasar Hukum

1.

Permenkes Rl Mo. 32 Tahun 2013 tentang
Pemyelenggaraan Peker|aan dan Praktik Tenaga
Sanitarian

Peraturan daerah Kab. Konawe No.9 Tahun 2006
tentang izin Kesehatan

Perbup Kab. Konawe No. 20 Tahun 2019 tentang
pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan

2

| Persyaratan Pelayanan

hengajukan Surat Permohonan

Fota Copy KTP

Foto Copy ljazah yang dilegalisic

Foto Copy 5TR yang dilegalisir

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Surat Rekomendasi dari atasan tempat bekerja

Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
Pas Phota Ukuran 3 x 4 = 2 lembar

Sistern, mekanisme dan Prosedur

o e P

5.

Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko
sesual kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.
Setelah blangko diisi dan pernyataan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan  untuk  didaftar
langsung maupun melalul online dan  paten,
selanjumya diberi tanda bukti pendaftaran.

Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

Lamanya proses penerbitan/penetapan  dihitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan
Selesal proses iin dapat diambil pada
pengambilan. 4

loket

langka waktu penyelesaian

Maksimal 5 {lima} harl kerja dari berkas permohonan
diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

Biaya/ tarif

Rp. 0,.

B.

Produk pelayanan

Izin atau SK




T. Sarana, prasarana  danfatau | Meja, kursi, computer. Printer, Internet / Aplikasi
fasilitas sistennWeby/ Email, sms service, gos, ATK dan mobil
B. | Kompetensi pelaksana | Diklat FTSF, SMASD3, 51,
9. Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem
10. | Penanganan pengaduan, saran, | * Pengaduan datang ke DPMPTSE di persilahkan masuk
| dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.
= Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
DB5336700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
l solusl aduan
1 11. [ Jumlah pelaksana 6 orang
| 12. | Jaminan pelayanan S0P, S
13. | Jaminan keamanan dan | Nomor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
keselamatan pelayanan | desk, CCTV
14. | Evaluasi kinerja pelaksana 1KM tiap 6 bulan -
23. lenis Pelayanan lzin Tenaga Gizi
Mo KOMPOMNEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Permenkes Rl Mo. 26 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

2. Peraturan daerah Kab. Konawe No.9 Tahun 2006
tentang izin Kesehatan

3. Perbup Kab. Konawe No. 20 Tahun 2019 tentang
pendelegasian wewenang Penerbitan perizinan

2. Persyaratan Pelayanan 1. Mengajukan Surat Permohonan

2. Foto Copy KTP

3. Foto Copy ljazah yang dilegalisir

| 4. Foto Copy STR vang dilegalisir

5. Surat Rekomendasi darl Organisasi Profesi

6. Surat Rekomendasi dari atasan tempat bekerja

7. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki 5IP

8. Pas Photo Ukuran 3 x 4 = 2 lembar

3, | Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon depat mengambil / mendownload blangko
sesuai kebutuhan yvang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMFPTSP.

2. Setelah blangko dlisl dan pernyataan lengkap oleh
pemahon  dapat dikembalikan  untuk  didaftar
langsung maupun melalui online dan paten,
selanjumya diberi tanda buktl pendaftaram,

3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

4. lamanya proses penerbitan/penetapan  dihitung
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan

5. Selesasi proses ijin dapat diambil pada loket

o pengambilan. 4
4, Jangka waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan
diterima lengkap dan benar oleh verifikator, -
5. Biaya/ tarif Rp. 0,.




Praduk pelayanan

lzim atau SK

Sarana, prasarana dan/atau

fasilitas

Meja, kursi, computer. Printer, Internet [ Aplikasi
sistem,'Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil |

Kompetensi pelaksama

Diklat PTSP, SMA/D3, 51.

Penﬂawas-an Internal

Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem

10,

| Penanganan pengaduan, saran,

dan masukan

* Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.

* Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor
085396700555 DPMPTSP dan akan di balas dengan
solusi aduan

pengaduan

11,

lumlah pelaksana

12,

Jaminan pelayanan

13.

Jaminan keamanan
keselamatan palayanan

r.‘lan'

6 orang |

S0P, |
Momor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help |

desk, CCTV

14,

Evaluasi kinerja pelaksana

IKM tiap 6 bulan

24. Jenis Pelayanan lzin UsahaKepariwisataan

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

[ 1. Ul No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2

Peraturan Bupati Konawe No.6 Tahun 2013 tentang |
Penetapan Besarnya Pajak Hotel dan Retribusi lzin Usaha ]
Kepariwisataan.

Perbaup Momor 147 tahun 2007 tentang kafe
Perbup Nomor 6 tahun 2013 tentang hotel

Persyaratan Pelayanan

B

B ow

. ldentitas diri bagi perorangan

Mengajukan Surat Permohonan

Akte pendirian Usaha/Perusahaan yang berbadan
Fiakuimm

Memiliki kantor atau lokasi usaha yang jelas
Memiliki  tenaga  kerja  yang berpengalaman
dibidangnya

Sistem, mekanisme da-n Prosedur

3.

4.

Pemohon dapat mengambil / mendowload blangko
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.
Setelah blangke diisi dan permyarataa lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan  wntuk  didaftar
langsung maupun melalui online dan selanjutnya
diberl tandz bukti pendaftaran.

Proses pernbahasan/kajlan dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

Selesai proses ljin dapat diambil
penyerahan

pada loket

Jangka waktu p;'.relesaian

Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas p-enﬁﬂhunan_
diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

Blaya/ tarif

Rp. Q.

Produk pelavana;'i -

lzin atau 5K

Sarana, prasarana dan/atau

fasilitas

Meja, kursi, mmputer.' -FrTﬁter_ Imternet  Aplikasi
sistern,Weby Email, sms service, gps, ATK dan mobil




B. Kompetensi pelaksana Diklat PTSP, SMAJ/D3, 51.
9, Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem |
10. | Penanganan pengaduan, saran, | * Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk |
dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.
+ Pengaduan dapat melalul kotak saran, web, dan sms
i dengan format tertentu ke nomor pengaduan
| 085396700555 DPMPTSP dan akan di balas demgan |
I solusi aduan
11. [ Jumlah pelaksana | Gorang
12, | Jaminan pelayanan S0P
13. | Jaminan keamanan dan | Momor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
keselamatan pelayanan | desk, CCTV -
14, | Evaluasi kinerja pelaksana | IKM tiap 6 bulan - 1
25. Jenis Pelayanan Izin Usaha Ternak [ Hewan
No KOMPONEN URAIAN |
11 Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati No . 497 Tahun 2006 |
2. Persyaratan Pelayanan 1. F. €. SIUP TDP
2. FCKTP
3. Fasfoto berwarna (3 X 4) 2 Lembar
4. Gambar lokasi yang diketahui camat kepala
| desaflurah
5. Surat pernyataan untuk melakukan pemeriksaan
kesehatan ternak/hewan yang

dibudidayakan,/dipelihara

. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan teknis
pemeriksaan kesehatan hewan

7. Surat keterangan darl kepala peternakan kecamatan

. Surat pernyataan untuk tidak melakukan
pemotongan hewan diluar RFH

3. | Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1,

Pemohaon dapat mengambil / mendowload blangke
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko dilsi dan persyaratan lengkap oleh
pemochon  dapat dikembalikan  wntuk  didaftar
| langsung maupun melalui online dan selanjutnya
diberi tanda buktl pendaftaran.
3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.
4. Salesal proses ljin dapat diambil pada loket
penyerahan
4, Jlangka waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima} hari kerja dari berkas permohonan
diterima lengkap dan benar oleh verifikator.
5. | Biaya/ tarif kp. 0.
G. Produk pelayanan Izin atau 5K o
7. Sarana, prasarana danfatau | Meja, kursi, computer. Printer, Internet J Aplikas|
fasilitas sistemn Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mohil
8. | Kempetensi pelaksana Diklat PTSP, SMA/D3, 51,
9. | Pengawasan internal | Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem




= Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk |

| 10. | Penanganan pengaduan, saran,
dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.
= Pengaduan dapat melalul kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
DPMPTSP dan akan di balas dengan solusi aduan
11, | Jumlah pelaksana 6 orang
12. | Jaminan pelayanan SOp
13, | Jaminan kearmanan dan | Nomor antrian dan ruang tunggu ber actv, Meja help
keselamatan pelayanan desk, CCTV
14. | Evaluasi kinerja pelaksana IKM tiap & bulan
26. Jenis Pelayanan lzin Usaha Trayek Angkutan
Na KOMPONEN LIRAIAN |
1 asar Hukum ® Undang-undang Nameor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintal
dan Angkutan lalan
= Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang
Angkutan Jalan
= Poraturan Menterl Perhubungan No.29 Tahun 2015
tentang Perubahan atas peraturan Menteri perhubungan
Mo.98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal
Angkutan Orang dan kendaraan Bermotor Umurm dalam
Trayek |
* Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun ZD:I.EE
Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek |
® Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kab.
Konawe
2. Persyaratan Pelayanan | 1.Foto Copy STHEK.
2. Foto Copy Uji Kendaraan
| 3. Fato Capy KTP
3 Sistern, mekanisme dan Prosedur 1. Permcheon dapat mengambil / mendowlonpd blangko sesual
kebutuhanm yang juga telah disediakan pada ruang
informasi maupun Welb resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko dilsi dan pernyataan lengkap oleh pemohon
dapat dikembalikan untuk didaftar langsung maupun
melalui online dan paten, selanjumya diberl tanda bubkti
pendaftaran.

3. Proses pembahasanfkajian  dalam  menindaklanjuti
permohonan tersebut,

4. Selesai proses ijin dapat diambil pada loket pengambilan, 4

4. Jangka waktu pemyelesaian Maksimal 5 [lima) hari kerja dari berkas permahonan diterima
lengkap dan benar aleh verifikator.
5. Biaya/ tarif ) Rp. 0.
6. Praduk pelayanan Izin atau 5K )
7. | Sarana, prasarana danfatau fasilitas | Mela, kursl, computer. Printer, Internet [ Aplikasi
sistern/Web,/ Email, sms service, gps, ATK dan mabil
8 | Kompetensi pelaksana | Dikiat FTSR, SMA/D3, SI,
9. Pengawasan internal Rapat szaf setiap bulan, laporan melalul aplikasi sistam
|10, | Pemanganan pengaduan, saran, dan | * Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk ke
masukan ruzng Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan solusi oleh




petugas penerima pengaduan

= Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms dengan
format tertentu ke nomor pengaduan DPMPTSP dan akan di
balas dengan wolusi aduan

11

Jumlah pelaksana

B orang

Jaminan pelayanan

S0P, Gratia

13,

laminan keamanan dan keselamatan
pelayanan

Nomaor antrian dan ruang tunﬁgu ber ac.tv, Meja help desk,
CCTV

14,

Evaluasi kinerja pelaksana

KM tiap & bulan

27. lenis Pelayanan lzin Anghkutan Umum

KOMPOMNEN

LRALAMN

Dasar Hukurm

[= Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

| ® Peraturan Pemerintah Momor 37 Tahun 2011 Tentang

|

Forum Lalu Lintas & Angkutan lalan

= Peratiran Pemerintah Momor 74 Tabun 2014 Tentang
Angkutan Jalan

= Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kab.
Konawe

Persyaratan Pelayanan

o7 B W R

. Surat Permchonan

FC. Akta Badan Hukum
. FC. Buku Uji 1 buku

. FC. 5TNK

. FC. 5K asli di lampirkan

Sistem, mekanlsme dan Prosedur

1. Pemohon dapat mengambil / mendowload blangko
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.

2. Setelah blangko diisl dan pernyataan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan  untuk  didaftar
langsung maupun melalui online dan paten,
selanjumya diberi tanda bukti pendaftaran.

3. Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

4. Selesai proses ijin dapat diambil pada loket
pengambilan. 4

Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 5 {lima] hari kerja dari berkas permochonan |
diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

Riaya/ tarif

Ap. O,

m

Produk pelayanan

.

Sarana, prasarana  dan/atau

| fasilitas

Izin atau 5K

Iiu'ieja, kursl, computer, Printer, Internet [ Aplikasi
sistern/Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil

Kompetensi pelaksana

i

Pengawasan internal

Diklat FTSP, SMA/D3, 5.

Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistemn

Penanganan FH!I'E-EI:'LIEI‘I,. saran,

dan masukan

» Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
s0lusi oleh petugas penerima pengaduan.

= Pengaduan dapat melalul kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
DPMPTSP dan akan di balas dengan solusi aduan




11. | Jumiah pelaksana Garang

12. | Jaminan pelayanan S0P, Gratia

13. | Jaminan keamanan dan | Nomor antrian dan ruang tunggu ber ac.ty, Meja help |

| keselamatan pelayanan desk, CCTV

14. | Evaduasi kinerja pelaksana IKM tiap & bulan

28. lenis Pelayanan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor
‘No ~ KOMPONEN URAIAN
11 Dasar Hukum * Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Limtas dan Angkutan Jalan

= Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

= Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003
Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan
Dengan Kendaraan Umum

= Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribu
Perizinan Tertentu )

2. Persyaratan Pelayanan Buku KIR, [STUK]), STNEK, KTP, izin Usaha dan kartu
identitas pemaohon (SIM/KTP) serta Terra untuk
kendaraan tangki

3. Sistemn, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon dapat mengambil / mendowload blangko

sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
i ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSF.
| 2. Setelah blangko diisi dan pernyataan lengkap oleh
pemohon  dapat dikembalikan untuk  didaftar
langsung maupun  melalui online dan paten,
selanjumya diberi tanda bukti pendaftaran,
3. Proses pembahasanfkajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.
4, Selesai proses ijin dapat diambil pada loket
pengambilan. 4

4, Jangka waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permohonan

diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

5. Biaya/ tarif Ap. O0,.

6. | Produk pelayanan I2in atau 5K

7. | sarama, prasarana  dan/atau | Meja, kursl, computer. Printer, Internet [ Aplikasi
fasilitas sistem/"Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil

B, | Kompetensi pelaksana | Diklat FT5F, SMA/D3, 51,

q | han;awas.an internal | Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem )

10. | Penanganan pengaduan, saran, | * Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk

dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi aleh petugas penerima pengaduan,
+ Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
DPMPTSP dan akan di balas dengan solusi aduan

11. | Jumlah pelaksana 6 orang ]

12. | Jaminan pelayanan S0P )

13. | laminan kearmanan dan | Nomor antrian dan ruang tunggu ber actv, Meja help

| keselamatan pelayanan desk, CCTV
14, | Evaluasi kinerja pelaksana IKM tiap 6 bulan




28, Jenis Pelayanan Surat Izin di Bidang Pendidikan

Mo |

1

e

KOMPONEN

| URAIAN

| Dasar Hukum

| - UU No.20 Tahun 2003

|« Ul MNo. 9 Tasun 2015

= PP N, 73 Tanun 1991

- Permendikbud No.84 Tahun 2014

- Permendikbud No.137 Tahun 2014

= Perda Kab. Konawe No.OE Tahun 2015

Persyaratan Pelayanan

PERMOHOMNAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN (LKP), IZIN PENDIRLAN KELOMPOK BERMAIN
(KB} dan [PKBM):

1. Formulir Permohonan Pendaftaran lzin Operasional . .

2. Fhoto copy KTP Pendiri/Penanggung Jawab yang masih
berlaku

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M, Surat Keputusan Lembaga/Yayasan tentang Penetapan
Badan Pengurus/Pengelola, di tanda tangani cleh
Ketua Lembaga/Yayasan

5. Surat Domisili dari Kepala DesafLurah

6. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah

7. Surat Keterangan Kepemilikikan {Sertifikat) ataw Surat

| Kuasa Penggunaan Tempat Pembelajaran selama 3

(Tiga) tahun;

B. Akta Notaris, jlka ada

9. Profil Lembaga/Yayasan

10, Fhoto copy lzin Mendirikan Bangunan {IMB/pajak)

Tanah dan Banguman bukan Milik Pemerintah

11. Nomor induk Berasaha (NIB)

12 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendldikan

13. Fhoto copy Surat 1zin Ternpat Usaha (SIUP)

4. Berkas dijilid 3 (Tiga) rangkap, PALD warna Kuning,
LPK warna Hijau dan Non Formal warna Biru.

ERMOHOMNAN [ZIN PENDIRIAN SEKOLARH SWASTA

1. Formullr Permohonan Pendaftaran lzin, ..........

2. Formulir Permohonan Rekomendasi Pendirian

| 3. Permohonan |zin Pendirian

4, Permohonan lzin Operasional Sekalah

5.Struktur Organisasl Komite Sekolah

6.5usunan Pengurus Lembaga/Yayasan

7. Rincian Tugas Pengurus Komite Sekolah

#. Akte Pendirian Lembaga/Yayasan

9, Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik)

10. Momor Pokok Wajib Pajak (MPWP)

11, Proposal Pendirian Sekolah

12, Anggaran Dasar (AD] Sekolah

13. Anggaran Rumah Tangga (ART) Sekolah

14, Fhoto copy lzin Mendirikan Bangunan [IMB/pajak]

Tanah dan Bangunan bukan Milik Pemerintah

15. Nomor Induk Berusaha (NIB]




[ 15, izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

17. Berkas dijilid 3 (Tiga) rangkap warna Merah

Pengelclaan Lingkungan Hidup

-  Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan

= Perben LH No.05 Tahun 2012 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak
LingkunganHidup

- PerMenLH No.16 Tahun 2012 tentang
PedamanPenyusunanDokumenLingkunganHidup

= Perten LH Mo, 17 Tahun 2012 tentang Pedoman
Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan kzin
Lingkungan

- PerMen LH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana

3. | Sistern, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada

| ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP.

\ 2. Setelah blangko diisi dan permyataan lemgkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan  untuk  didaftar
langsung maupun melalui online dan selanjutnya
diberi tanda bukti perdaftaran.

3. Proses pembahasanfkajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.
4, Selesal proses fjin dapat diambll pada loket
| penyerahan
4, 'Jangk.a waktu penyelesalan Paksimal 5 {lima} hari kerja dari berkas permohonan
| diterima lengkap dan benar oleh verifikator. |
5. | Biaya/ tarif Rp. O,
6. | Produk pelayanan - Izin atau 5K
7. Sarana, prasarana  danfatau | Meja, kursi, computer. Printer, Internet [ Aplikasi
fasilitas sistem,Weby/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil
8. Kompetensi pelaksana Diklat FTSP, ShMA/D3, 51
9. Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem
10. | Penanganan pengaduan, saran, | = Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.
* Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
DPMPTSP dan akan di balas dengan solusi aduan
11. | Jumlah pelaksama & arang
12, | Jaminan pelayanan SOP .
13, | Jaminan keamanan dan | Nomor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help ;
keselamatan pelayanan desk, CCTV |
14, | Evaluasi kinerja pelaksana IKM tiap 6 bulan - |
30 lzin UKL - UPL
Mo KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum - UL Mao. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan




Penilaian dan Pemerlksaan Dokumen Lingkungan
sorta Penerbitam Izin Lingkungan

- Surat Menteri Lingkungan Hidup Momaor B-
5362/Dep.-1/LH/0T/2010 Perihal Penyampaian
Daftar Jenis Rencana Usaha dan/ atau Keglatan yang
Wallb Dilengkapl Dengan UKL-UPL.

- Permen LHK No. 74 tentang PedomanNomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan

- Perda No. 6 tahun 2016 tentang Susunan dan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe

Persyaratan Pelayanan

*  DokurmnenAdministras|Pemahon
IdentitasPemrakarsa
-KTP/SIM/Pasport
-NPWP
+ LegalitasPerusahaan(jlkaberbentuk
badanhukum]
-Aktependirianperusahaan
-TandaDaftarPerusahaan(TDP)
# Legalitaskepemilikanlahan
-SertifikathakMilik(SHM)/HGR/ B/ Sewa
menyewa/HakGunapakal
-HasllpengukurantanahdariBPNatau peta
GeometriLahan.
* Legalitaslokasikegiatan
-lzinlokasi
¢ FormulirdkL-UPLsesuaiformat atau |
PermenlHNo.16 Tahun2012

Sistemn, mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSF.

2, Setelah blangko diisi dan pernyataan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan untuk  didaftar
langsung maupun melalui online dan selanjutnya
diberi tanda buktl pendaftaran.

1, Proses pembahasanfkajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

4. Selesai proses fjin dapat diambil pada loket
penyerahan

Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 5 {lima) harl kerja dari berkas permoheonan
diterima lengkap dan benar oleh verifikator,

Biaya/ tarif

Rp. 0,

| Produk pelayanan

lzin atau SK

||

Sarama, prasarana  danfatau

fasilitas

Meja, kursi, computer. Printer, Internet [ Aplikas|

| sistern/Web/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil

Kompetensi pelaksana

Diklat FTSP, SMA/D3, 51,

Pengawasan imternal

Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem __|

10.

Penanganan pengaduan, saran,
dan masukan

= Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasl dengan




EiD

Jumlah pelaksana

solusi aleh petﬁ!s penerima pengaduan,

* Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan forrnat tertentu ke nomor pengaduan
DPMPTSP dan akan di balas dengan solusi aduan

6 orang

12,

Jaminan pelayanan

sap

13.

Jaminan keamanan
keselamatan pelayanan

dan

Momaor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
desk, CCTV

14,

Evaluasi kinerja pelaksana

KM tiap B bulan

31. IZIN AMDAL

KOMPONEN

LIRAIAN

Dasar Hukum

- UU Nao. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang lzin Lingkungan

- Perilen LH No.05 Tahun 2012 tentang Jenis
Rencana Usaha danfatau Kegiatan yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenal Dampak
LingkunganHidup

- PermMen LH No.16 Tahun 2012 tentang
PedomanPenyusunanDokumenlingkunganHidup

- PerMen LH Mo, 17 Tahun 2012 tentang Pedoman
Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis
Mengenal Dampak Lingkungan Hidup dan 1zin
Lingkurgan

- PerMen LH No. B Tahun 2013 tentang Tata Laksana
Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
serta Penerbitan Izin Lingkungan

- Permen LHK Mo, 74 tentang PedomanMomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan

- Perda Mo. 6 tahun 2016 tentang Susunan dan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe

Persyaratan Pelayanan

+ Adapun  DokumenAdministrasi  Perohon:
Identitas Pemakarsa
-KTP/SIMPasport
“MPWP
» LegalitasPerusahaan(jikaberbentuk
badanhukum)
-Aktependirianperusahaan
-TandaDaftarPerusahaan{TDP)
s LegalitaskepemilikanLahan
-SertifikathakMilik[SHM)/HGB/AJB/ sewa
enyewa/HakGunapakal.
# HasilpengukuranTanahdariBPNataupeta
GeometriLahan. legalitaslokasiKegiatan
-lzinlokasi




| -Suratpersetujuanwargaldltandatangari oleh
Kades,Lurah)

«  DokumenAdministrasiPenyusunAmdal.
Dokumenkerangka Acuan, ANDALdanREL-
RPLsesuaiformat PermenLHNo 16 tahun
2012atauPermenlHNo. 26Tahun 2018
tentangPedomanPenyusunandanPenilaian
sertaPemeriksaanDokumentingkungan  Hidup
dalamPelaksanaanPelayanan Berusaha
Terintegrasisecaratlektranik.

* Foto-fotoKegaiatandanRonalingkungan,

3. Sistern, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon dapat mengambll / mendownload blangko
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPMPTSP,

2. Setelah blangke diisi dan pernyataan lengkap oleh
pemohon  dapat  dikembalikan  umtuk  didaftar
| langsung maupun melalul online dan selanjutmran
diberi tanda bukti pendaftaran. |
3. Proses pembahasanfkajian dalam menindaklanjuti
permaohonan tersebut.
4, Selesal proses ijin dapat diambil pada loket
i penyerahan

4. Jangka waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permobonan

diterima lengkap dan benar aleh verifikator.

5. Biaya/ tarif Rp. 0,

6. Produk pelayanan Izim atau 5K

7. Sarana, prasarana  danfatau | Meja, kursi, computer, Printer, Internet [ Aplikasi

fasilitas skstem/Web/ Email, sms service, gps, ATK dan makbil
8. | Kompetensi pelaksana Diklat FTSP, SMA/D3, SI. -
| 9. | Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem
10. | Penanganan pengaduan, saran, | * Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk
dan masukan ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.
* Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertemtu ke nomor pengaduan
DPMPTSP dan akan di balas dengan solusi aduan
| 11. | Jumlah pelaksana 6 orang |
12. | Jaminan pelayanan S0P ]
13. | laminan keamanan dan | Nomor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help
| keselamatan pelayanan desk, CCTV
[14. | Evaluasi kinerja pelaksana IKM tiap 6 bulan
32. [ZIN REKOMENDASI PERIZINAN IPLC
No | KOMPONEN l LURAIAN ]
1.  Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

| 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :

| 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan;
| 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian




i 5

pencemaran air
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun
2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran
air;

Peraturan Menteri LHK No. 74 Tahun 2016 tentang
Pedoman Namenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomer P 102/Men.LHE/Setjen/Kum,/1/11/2018
tentang tata cara perizinan pembuangan air limbah
melalul pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
sacara elektronik;

Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
MNo.111 Tahun 2003 tentang pedoman mengenal
syarat Tata Cara Perlzinan serta Pedoman Kajian
Pembuangan Buih Air Limbah ke air atau sumber
Peraturan Daerah Kab. Konawe Mo, & Tahun 2016
tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten
Kanawe;

Peraturan Bupati Konawe Nomor 39 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Persyaratan Pelayanan

. Berkas sebagai syarat permohanan.
. Dakurnen Permohonan izin,

Sistern, mekanisme dan Prosedur

|

4.

. Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko

sesuai kebutuhan yvang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Web resmi DPFMPTSP.
Setelah blangke dilsi dan pernyataan lengkap oleh
pemohon  dapat dikembalikan untuk didaftar
langsung maupun melalui online dan selanjutnya
diberi tanda bukti pendaftaran.

Proses pembahasan/kajian dalam menindaklanjuti |

permohonan tersebut.
Selesai proses ijin  dapat diambil
penyerahan

pada loket

Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 5 {lima} hari kerja dari berkas permohonan
diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

Produk pelayanan

Bp. 0,.

Biaya/ tarif

Izin atau SK

bl ol L

Sarana, prasarana  dan/atau

Meja, kursi, computer. Printer, Internet / Aplikasi

(5

dan masukan

| fasilitas sistem,'Web/ Email, sms service, gps, ATK dan maobil

B Kompetensi pelaksana Diklat FTSP, SMA/D3, 5.

: g. Pengawasan internal Rapat staf setiap bulan, laporan melalui aplikasi sistem
Penanganan pengaduan, saran, | * Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk

ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasiltasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.

Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format tertentu ke nomor pengaduan
DPMPTSP dan akan di balas dengan solusi aduan




11. | Jumiah pelaksana 6 arang
| 12. | Jaminan pelayanan S0P I |
| 1z | Jaminan keamanan dan | Nomor antrian dan ruang tunggu ber actv, Meja help

|_1a'.

keselamatan pelayanan

desk, CCTV

Evaluas| kiner|a pelaksana

IKM tlap 6 bulan

33. IZIN PENYIMPANAN DAN PENGUMPLULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

(B3)

KOMPONEN

LIRAIAN

Dasar Hukum

| .
|1. Undang-undang Momor : 32 Tahun 2009 |

tentang Perlindungan dan Pengelalaan
| Lingkungan Hidup;

|?_. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia

| Momor : 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan;

|3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Momor : 101 Tahum 2014 Tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak

| Lingkungan Momor : Kep-D1/Bapedal/09/1995
Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis
Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan
Berbahaya;

5. Peraturan Menteri Megara Lingkungan Hidup
Momor : 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3);

6 Peraturan Menterl Megara Lingkungan Hidup
MNemor : 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana
Ferizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun  Serta

| Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh
Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Mermor : 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pemulihan Lahan Terkentaminasi Limbah B3;

g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomaor :
14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah
B3;

9. Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor @ PS6/Menlhk-Setjen/2015
tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

10. Peraturan Menteri LHK Mo. 74 Tahun 2016
tentang Pedoman Momenklatur Perangkat

Daerah Provinsi dan  Kabupaten/Kota vyang




11.

12,

Melaksanakan Urusan Pemerintahan  Bidang
Lingkungan Hidup dam Urusan Pemerintahan|
Bidang Kehutanan; 'I
Peraturan Daerah Kab. Konawe. No. 6 tahun |
2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah |
Kabupaten Konawe;

Peraturan Bupati Konawe Nomor 39 Tahun 2016
tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas
dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Lingkungan |
Hidup. |

Persyaratan Pelayanan

L
10.Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan
11.1zin terkait lainnya

=N B W

. Fotokopi KTF Pemonon/penanggungjawab dan surat |

kuasa jika identitas pemohon tidak sama dengan
penanggungjawab

. Fotokopl Akta Pendirian Badan Hukum/Badan Usaha '

dan pengesahannya

. Fotokopl NPWE
. Nomaor Induk Beruzaha (MIB)

Fotokopi lzin Pemanfaatan Ruang

. Fotokopl lzin Lokas]

Fotokopi Izin Lingkungan/Rekamendasi |
Amdal/Rekomendasi UKL-UPL I
lzin Pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil dengan
Komitmen yang dikeluarkan Lembaga 055

Surat Pernyataan pemenuhan Komitmen

3. | Sistem, mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon dapat mengambil / mendownload blangko
sesuai kebutuhan yang juga telah disediakan pada
ruang informasi maupun Waeb resmi DPMPTSP,

2. Setelah blangko diisi dan pernyataan lengkap aoleh
pemohon  dapat  dikembalikan  untuk  didaftar
langsung maupun melalui online dan selanjutnya
diberi tanda buktl pendaftaran,

3. Proses pembahasanfkajian dalam menindaklanjuti
permohonan tersebut.

4. Selesai proses ijin dapat diambil pada loket

- penyerahan ) -

4. | langka waktu penyelesaian Maksimal 5 {lima) hari kerja dari berkas permaohonan

diterima lengkap dan benar oleh verifikator.

5. | Biaya/ tarif Rp. 0.

. Produk pelayanan Izin atau SK N
7. Sarana, prasarana dan/atau | Meja, kursi, computer. Printer, Internet [ Aplikasi
fasllitas sistern/Web,/ Email, sms service, gps, ATK dan mobil

8, Kompetensi pelaksana Diklat FTSP, 5MA/D3, 51 )

g, Pengawasan internal ) Rapat staf setiap bulan, laporan melalul aplikasi sistermn

10. | Penanganan pengaduan, saran, | * Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk

| dan masukan

ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan
solusi oleh petugas penerima pengaduan.

+ Pengaduan dapat melalui kotak saran, web, dan sms
dengan format

tertenty ke momor pengaduan




[ DPMPTSP dan akan di balas dengan solusi aduan _‘
11, | Jumlah pelaksana G arang

12. | Jaminan pelayanan S0P _ ) _!

13, | laminan keamanan dan | Momor antrian dan ruang tunggu ber ac.tv, Meja help |

keselamatan pelayanan desk, CCTV |

14. E'ua__J-!:a-sl kinerja pelaksana [ 1KMA tiap & bulan |

il. INFORMASI PERIZINAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
Informasi perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe terutama terkait dengan persyaratan, waktu
penyelesaian izin, prosedur/mekanisme perizinan dan biaya perizinan dilaksanakan
mielalui beberapa media, yaitu :

L

Langsung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe di JI. Sa0-5ac No. 549 Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha,
yang akan dipandu aleh staf/petugas di loket informasi yang akan menjelaskan
terkait perizinan dan diberikan brosur.leflet perizinan;

Melalui via-telepon [0408) 2421761 yang akan dijawab langsung oleh Petugas
Informasi;

Melalui Internet atau emall Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Konawe yaitu : dpmptspkonawe.ngadu@gmail com
SaslalisasifPenyuluhan yang dilaksanakan cleh Dinas Penanaman Maodal dan
Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten Konawe tiap tahun di
Kecamatan/Kelurahan selurub wilayah Kabupaten Konawe;

Sedangkan untuk prosedur penanganan pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dilaksanakan sebagai berikut :

1.

Masyarakat pemohon izin memberikan pengaduan ke Dinas Penanaman Maodal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe :

a. Media Surat/Tertulis
Surat yang masuk akan diberikan kepada bagian Tata Usaha untuk dilakukan
pengmaoran surat masuk dan kemudian baru  dilakukan penanganan
pengaduan;

b. Media Internet
Pegaduan ditujukan melalui email Dinas Penanaman WMaodal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe yaitu
dpmptspkonawe.ngadu il.com

c. Media Telepon/Fax
Pengaduan diberitahukan dengan menghubungi nomor telpon Kantor |DADE)
2421761, Penanganan pengaduan akan dilakukan dengan cara berkoordinasi
secara langsung dengan Bagian Pengaduan;

d. Media Langsung/Tatap Muka
Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh minimal pejabat eselan IV/a
di Ruang/Loket pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Konawe;



Contoh Form Pengaduan :

Mama 3 I ]

Mama Perusahaan : . }

Alamat Perusahaan

Nomor Telepon

Bidang Usaha

Momar identitas i | KTP I| l

Pekerjaan labatan,/Selaku

Jenis lzin/Rekomendasi

Lampiran Pengaduan

Uraian Singkat isi Pengaduan

saran Tindak/solusi yang
Diharapakan

2. Berdasarkan pencacatan  tersesbut  diatas,  Kasubid. Pengaduan
menyampaikan/koordinasi kepada Kepala Bidang yang bersangkutan terhadap
pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada
{pengaduan ringan, sedang dan besar/berat);

3, Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka Kasubid.
Pengaduan akan menjawab secara langsung;

4. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan langsung dibalas melalui surat atau Via
telepon dengan bersangkutan (pihak Pengadu);

5. Pengaduan melalui internet aan langsung dibalas kepada email yang
bersangkutan;



10.

1l.

12.

Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang
bersangkutan;

Apabila pengaduan tergolong dalalm kategori Sedang, maka masalah-masalah
yang perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe,
hasil keputusan dari koordinasi yang akan disampaikan kepada yang
bersangkutan;

Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Berat, maka masalah-masalah yang
akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dengan SKPD terkait dan Bupati Konawe
Cq. Asisten atau Sekretaris Daerah, hasil koordinasi yang akan disampaikan
secara langsung kepada yang bersangkutan;

Pengaduan masyarakat balk secara tertulis, melalui internet, via telepon maupun
secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh Kasubi. Pengaduan dibantu oleh
staf Kasubld. Pengaduan dan dicatat dalam buku Pengaduan yang terdirl dari
tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan;
Diserahkan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Konawe. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu
dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali oleh
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk
disetujui;

Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai laporan Bulanan;

Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Konawe minimal harus
dapat menyelesaikan 75% dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas
Penanarman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe untuk
semua media pengaduan.
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